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MOTTO

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu, dari seorang pria dan
seorang wanita, lalu Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-
suku agar kamu saling kenal-mengenal, sesungguhnya mereka yang mulip
diantara kamu di sisi Allah, ialah mereka yang bertagwa®, ')

4 Terjemahan Al Qur'an Surat Al-Hujurat ; 13)
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RINGKASAN

Dengan  semakin berkembangnya Jalur  informasi  dan transportasi
mengakibatkan hubungan anar bangsa menjadi semakin herkembang. Pergaulan
antar manusia tidak lagi dibatasi oleh batas-hatgs kewarganegaraan, tetapr dengan
teknologi informasi interaksi antar manusia yang satu dengan manusia yani lain yang
berjauhan dapat dengan mudah dilakukan dengan menggunakan internet yang pada
gilirannya nanti berpengaruh pada hubungan yang semakin akrab dan seringkali
diakhiri dengan suatu perkawinan yaity perkawinan campuran, Jika perkawinan
campuran terjadi maka akan berakibat pula pada status kewarganegaraan dari orang
yang kawin itu, Juga berakibat terhadap status kewarganegaraan dari anak
keturunannya,

Adapun permasalahan dalam Penulisan skripsi ini adalah tentang bagaimana
menentukan statys kewarganegaraan anak yang dilahirkan dari suaw perkawinan
campuran, apakah UU Nomor €2 tahyun 1958 sudah memberikan perlindungan hukum
yang sama terhadap WNI laki-laki dan perempuan sesuai dengan prinsip kesetaraan
gender dan perubahan 4pa yang dibawa Ul] Nomor |2 tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan apabila dibandingkan dengan UU Nomor 62 Tahun 1958.

Tujuan dari penulisan skripsi ini  vaity - tujuan khusus yaity : a Untuk
mengetahui bagaimana status kewarganegaraan anak yang dilahirkan dari perkawinan
campuran; b, Untuk mengetahui apakah UU' Nomor 62 Tahun 1958 sudah
memberikan perlindungan hukum yang sama terhadap WNI laki-laki dan perempuan
sesuai dengan prinsip kesetaraan gender; c¢. Untuk mengetahui perubahan apa yang
dibawa oleh UU Nomor 12 tahun 2006 tentang  Kewarganegaraan apbila
dibandingkan dengan UU Nomor 62 Tahun 1958,

Metodologi dalam penulisan skripsi ini mengeunakan pendekatan masalah
yuridis normatif yang menggunakan sumber balan hukum primer dan sumber bahan
hukum sekunder. Pembtiahasan dalam skripsi ini 1neliputj - (1) Akibat perkawinan

xXii
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campuran terhadap status kewarganegaraan enak dj Indonesia; (2) Status perempuan

WNI dalam perkawinan campuran dikaitkan dengan prinsip kesetaraan gendur; (3)

Perubahan yang dibawa oleh UU Nomor 12 Tahun 2006 lentang kewarganegaraan

apabilz dibandingkan dengan UU Nomor 62 tahun 1958,

Kesimpulan daii penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan campuran dapat berakibat sescorang mendapat kewarganegaraan
Indonesia atau dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Hal ini juga herlaku
terhadap anak-anak dari hasi] perkawinan campuran, bisa menaapatkan
kewarganegaraan kedua orang tuanya baik Jdari ibu maupun bapaknya,

2. Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 yang telah
diamandemen oleh UU Nomor 12 tahun 2006, dibentuk tanpa adanya pemahaman
mengenai konsep filsafat hukum kewarganegaraan, sehingga muatannya tidak
lebih dari bagaimana memperoleh kewurganegaraan, kehilangan kewarganegaraan
dan mempertahankan kewarganegaraan tunggal,

3. UU nomor 12 Tahun 2006 lentang Kewarganegaraan telah membawa perubahan
dengan meminimalisir masalah diskriminasi gender dan dikotom; ras, Status
kewarganegaraan seseorang ditentukan status yuridis, bukan etnis dan ras,

Berdasarkan dari beberapa kesimpulan tersebut dj atas, maka saran dari
penulis adalal) -

1. Perlu segera diterbitkan peraturan oelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2006
dan menghapus peraturan yang bertentangan dengan UU tersebut baik di
pusat maupun di daerah,

2. Perlu dilakukan sosialisasi UU Nomor 12 tahun 2006 baik di pusat maupun ¢
daerah, karena walaupun UU ini sudah berlaky magih terjadi berbagai kendala
di lapangan yang menunjukkan bahyvg petugasiaparat yang ber wenang masih
mensyaratkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI)

dalam pengurusan syrat kewarganega.aan,

xiii
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BAB 1. PENHAHLL[Q&
1.1 Latar Belakang

Era globalisasi mervpakan tonggak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang sangat pesat khususnya teknologi informasi. Di dalam era global ini,
dengan semakin berkembangnya jalur informasi dan transportasi mengakibatkan
hubungan antar bangsa menjadi semakin berkembang. Pergaulan antar manusia tidak
lagi dibatasi oleh batas-batas kewarganegaraan, tetapi dengen teknologi informasi
interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain yang berjauhan dapat
dengan mudah dilakukan dengan menggunakan internet. Pegitu juga dengan
kedatangan dan kepergian orang asing, dutang dan pergi ke sualu negara tertentu
merupakan suatu hal yang lumrah, baik untuk bekerja, sekolak, berbisnis atau hanya
sekedar sebaga’ turis, Hal yang sama juga tzrjadi di Indonesia.

Pergaulan yang menjadi global menjadikan interaksi antar umat manusia yang
berasal dari berbagai negara menjadi intensif dan pada gilirannya berpengarul pada
hubungan yang semakin akrab dan tidak menutup kemungkinan terjadinya saling
mencintai antar manusia yang satu dengan manusia yang lain dari berbagai warga
negara yang seringkali diakhiri dengan .uatu perkawinan.

Perkawinan antara warga negara yang juga salah satunya Warga Negara
Indonesia dengan warga negara lain atau schaliknya, menyebubkan terjadinya
perkawinan dua kKewarganegaraan yang berbeda, yang menurut Pasal 57 UU Nomor 1
Tahun 1974 disebut perkawinan campuran. Apabila terjadi perkawinan campuran
maka akan berakibat pula pada status kewarganegaraan dari orang vang kawin itu
sendiri, juga berakibat terhadap status kewargancgaraan dari anak keturunannya.

Dalam menentukan status kewarganegarpan anak yang dilahirkan melalui

perkawinan campuran ini, sering menimbulkan permasalahan-permasalahan yang

memerlukan pembahasan untuk penyelesaiannya, Permasalahan tersebut dapat timbul
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manakala kedua be'ah pihak yang melakukan perkawinan campuran tersebut tetap
mempertahankan kewarganegaraan masing-masing. Apalagi dua negara yang lerlibat
memberlakukan sistem atau asas kewarganegaraan yang berbeda,

Untuk menentukan kewarganegaraan seseorang tiap-tiap negara hadang
berlainan, tergantung asas kewarganegaraan vang berlaku di dalam negara yang
bersangkutan dan biasanya diatur di dalam UU Kewarganegaraannya,

Pada umumnya penentuan kewarganegaraan suatu negara dianut dua macam
kewarganegarsan, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Asas ius soli menentul au
kewarganegaraan seseorang berdasarkan kelahiran, sedangkan dalam asus ius
sanguinis menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan,

Apabila terjadi kelahiran anak melalui suatu perkawinan campuran yang masing-
masing pihak suami istri tetap mempertahankan kewarganegaraannya masing-masing
maka akan terjadi dua kemungkinan, yaitu anak yang dilahirkan tidak menmpunyai
kewarganegaraan sama sekali atau anak tersebut memiliki kewarganegaraan rangkap
(dwi-kewarganegaraan).

Dalam menyelesaikan masalah kewarganesaraan anak yang dilahirkan dari
perkawinan seperti diatas, masih menimbulkan kesulitan apabila ada kemungkinan
anak tersebut memiliki kewarganegaraan rangkap. Bahkan hakim pengadilanpun
masih sering diliputi kebingungan apabila dihadapkan pada permasalahan yang
demikian, karena pada pihak suami istri masih berlaku hukum-hukum negeranya
masing-masiug yang berbeda satu sama lain.

Kesulitan-kesulitan yang dimaksud terjadi dalam hal menentukan hukum yang
berlaku bagi anak dan hukum yang harus dipergunakan untuk menyelesaikan
sengketa yang timbul akibat adanya perkawinan campuran tersebut, baik masalah
kewarganegaraan maupun masalah penguasaan atau perwalian anak.

Perkawinan campuran antara dua orang yang berlalnan Kewarg.negaraan pada
saat ini marak terjadi di Indonesia, Perempuan WNI adalah pelaku n.ayoritas kawin

campur, tetapi hukum di Indonesia yang berkaitan dengan perkawinan campuran

justru udak memihak perempuan. Salah satunva adalah UU Nomor 62 Tahun 1958
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tentang Kewarganegaraan R.I. telah menempatkan perempuan sebagai pihak vang
harus kehilangan kewarganegaraan akibat kawin campur (pasal 8§ ayat 1) dan
kehilangan hak atas pemberian kewarganegaraan pada keturunannya.

Selama ini perbedaan kewarganegaraan antara anak dan ibu delam perkawinan
campuran telah melahirkan berbagai kesulitan bagi perempuan WNI. Banyak masalah
yang harus dihadapi dan dilalui seperti mengurus izin tinggal anaknya dengan visa
kunjungan sosial / budaya, maka biaya yang timbul dari proses itu adalah biaya
permohonan visa, perjalanan ke luar Indonesia untuk mengambil visa, menunggu
prosesnya selama dua hari kerja, melaporkan kedatangan, perpanjangan visa setiap
bulan, pelaporan orang asing, setelah enaim bulan mengajukan permohonan i%in
tinggal baru, dan perjalanan ke luar Indonesia lagi selama tiga hari. Bagi perempuan
WNI yang tinggal di negara suami, perbeduan kewarganegaraan dengan anak
memaksa mereka untuk mengubah kewarpunegaraan agar memperoleh perlindungan
hukum. Apabila terjadi perpisahan karena perceraian atau kematian, maka ia bisa
tinggal bersama anaknya.

Banyaknya permasalahan hukum yang terjudi sebagai akibat perkawinan
campuran dalam UU yang lama, dan lahimya UU yang baru tntang
kewarganegaraan, menjadi hal yang menarik untuk dikaji dan dibahas. Berdasarkan
uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menulis Judul
Skripsi sebagai berikut : “Tinjauan Yuridis Tentang Status Kewarganegaraan
Anak Sebagui Akibat Perbawinan Campuran Schelum Dan Sesudah Berlukunya
UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan R.L"

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup atau pembatasan yang dimaksud adalah usaha untuk memberikan
batasan-batasan tertentu atas permasalahan yang menjadi obyek materi skripsi agar
dalam pembahasan tidak terjadi suatu penyimpangan-penyimpangan yang tidak per'u

apalagi prinsipil,
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Ruang lingkup penyusunun skripsi ini adalah dalam bidang hukum tata negara

khususnya yang berkaitan dengan status kewarganegaraan anak, lebih khusus

mengenai “Tinjauan Yuridis Tentang Status k.ewarganegaraan Anak Sebagai Akibat

Perkawinan Camputan Sebelum Dan Sesudah Berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2006

Tentang Kewarganegaraan R.L™ Dalam hal ini batasan pengertian judul yang

dimaksud adalah status kewarganegaraan anak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka depat

dirumuskan 3 (tiga) pokok permasalahan dalan skripsi ini yaitu

il

Bagaimana menentukan status kewarganegaraan anak vang dilahirkan dari suatu
perkawinan campuran ?

Apakah UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan R.I. sudah
memberikan perlindungan hukum yang sama terhadap WNI laki-laki dan
perempuan sesuai dengan prinsip kesetaraan gender ?

Perubahan apa yanr dibawa oleh UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan apabila dibandingkan dengan UU Nomor 62 Tahun 1958

tentang Kewarganegaraan R.1.7

1.4 Tujuan Penulisan

1.4.1 Tujuan Umum

1.

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Jember,

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama
perkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, praktisi hukum,
almamater lercinta serta bagi pihak yang berminat dan berkepentingan

schubungan dengan permasalahan vang dibahas.
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1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana status kewarganegaraan anak yang dilahirkan dari
perkawinan campuran.

2. Untuk mengetahui apakah UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegarran
R.L sudah memberikan perlindungan hukum yang sama terhadep WNI laki-laki
dan perempuan sesuai dengan prinsip kesetaraan gender,

3. Untuk mengetahui perubahan apa yang dibawa oleh UU Nomor 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan R.1. apabila dibandingkan dengan UU Nomor 62 Tahun

1958 tentang Kewarganegaraan R.1.

1.5 Metode Penulisan

Penulisan yang bersifat ilmiah harus menggunakan suatu metodologi agar dapat
mencepai hasil yang obyektif dan mempunyai nilai ilmiah, Ciri-ciri umum yang
dimiliki suatu penulisan karya ilmiah adalah mengandung kebenaran yang dapat
dipertanggungjawabkan. Kebenaran tersebut dapat dibuktikan dengan mengajukan
data-data yang sebenarnya sehingga tulisan mampu menunjukkan sifat ilmiahnya
(Soemitro, 1990:17)

Penulisan skripsi ini menggunakan suatu metode vang berupa pendekaran
masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan zralisa
bahan hukum,

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan da'am penulisan skripsi ini adalah
pendekatan masalah yang bersifat yuridis normatif (legal research) yaitu pendekatan
masalah dengan mendasarkan pada UU / peraturan-peraturan dengan menelaah buku-
buku yang berisi konsep-konsep, pendapat Sarjana yang berhubungan dengan

permasalalian yang dibahas (Soemitro, 1990:11).
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1.5.2 Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri

atas dua bahan hukum yaitu :
a. Bahan Hukum P:imer

Sumber bahan hukum primer diperoleh dari mempelajari peraturan-peraturan
perundangan-undangan, pendapat para Sarjana. norma-norma dan yurisprudensi yang
berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini (Soemitro, 1990
1)
b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan
sumber bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memaham,
bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari hasil penelitian
orang lain, majalah-majalah hukum, literatur-literatur yang mendukung untuk

membahas permasalahan dalam skripsi ini (Soemitro, 1990:11).

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum
1,5.3.1 Studi Pustaka

Dalam hal ini penulis menggali behan yang ada dengan membaca peraturan
yang ada, karya ilmiah para sarjana dan literatur vang berhubungan dengan penulisan
skripsi ini. Dengan metode ini penulis akan memperoleh bahan yang dapat

dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada.

1.5.3.2 Internet

Internet merupakan media pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan
jalan mengakses situs-situs yang ada di internet yang berhubungan dengan

permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.
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Digital Repository Universitas Jember

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah
terkumpul dipergunakan metode analisis normatif kualitatif yaitu suatu metode untuk
memperoleh kesimpulan yang bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan
sebagai hukum positif yang tidak didasarkan atas bilangan statistik. Dengan
menggunakan metode ini, penulis bermaksud memberikan gambaran secara Jelas dan
sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoley, ditambahkan
pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan
komparatif (Soemitro, 1988:98),

Kemudian dari analisis bahan hukum tersebut ditarik suatu kesimpulan
sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat dengan menggunakan metode
deduktif, yaitu suatu penarikan kesimpulan yang diambil dari hal-hal yang bersifat
umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus.

Untuk melengkapi dan mengakhiri penulisan skripsi dikemukakan pula saran-
saran yang bermanfaat dalam hubungannya dengan Tinjauan Yuridis Tentang Status
Kewarganegarcan Anak Sebagai Akibat Perkawinan Campuran Sebelum Dan
Sesudah Berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan R.L
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BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORITIK

2.1 Fakta

Sebagai salah satu upaya dalam mencapai tujuan dalam penulisan skripsi ini
diperlukan adanya fakta guna memberikan bukti konkrit atas permasalahan yang
dibahas. Sasanti Paramitha Rahayu yang populer dengan sapaan Auk Murat, mantan
model tahun 90-an ini menikah dengan Andrew John Mannering, pria berkebangsaan
Australia. Pertemuan kedua sejoli itu diawali di Bali, pertengahan 1996, Andiew
ketika itu sedang menjalankan bisnisnya sebugai eksportir furniture di Pulav Bali,
sedangkan Auk Murat berprofesi sebagai model,

Karena intensitas pertemuan yang sering membuat mereka saling jatuh cinta, dan
setelah 4 bulan berpacaran, bertunangan, pada tanggal 7 Juni 1997 mercka resmi
menikah. Pada tanggal 2 April 1998, lahir putri pertama mereka, Nicola Ananda dan
dua tahun kemudian, tepatnya 4 April 2000 menyusul lahir putri kedua, Tatian
Ananda.

Namun, keutuhan rumah tangga mereka tidak berjalan mulus pasalnya,
perbedaan tradisi, karakter dan budaya sehari-hari membuat mereka sering berselisih
paham. Kekerasan pun nyaris mewarnai hari-hari dalam rumah tangga mereka.

Akhirmya, setelah 5 tahun usia pernikahan mereka, mereka memutuskan
bercerai yaitu tepatnya 6 Cktober 2003 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Meskipun kedua anaknya berada dalam asuhannya sesuai keputusan
Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Auk Mirat kesulitan atas status kewarganegaraan
Australia yang disandang kedua putrinya sebagaimana kewarganegaraan ayahnya.

Menurut UU Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958  tenting
Kewargaregaraan R.I, seorang anak yang lahir dari perempuan Indonesia yang
suaminya be:hewarganeuasaan asing, otomatis sang anak menganut kewarganegaraan
sang ayah. Auk Murat berpendapat, ketentuan ini sangat tidak adil terhadap

perempuan Indonesia yang menikah dengan pria asing. Sebagai perempuan Indonesia

asli, secara lahiriah, dia berkeinginan memperoleh hak mewariskan kewarganegara.n
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yang dianutnya kepada anak-anaknya, karena sejak bercerai, kedua anak ity

bergantung kepada si ibu, hingga dia dewasa.

Kiri, Auk Murat bergabung dengan teman-teman senasib dalam Organisasi

Keluarga perkawinan Campuran Melalui Tangan Ibu (KPC Melati) untuk

memperjuangkan kewarganegaraan kedua putrinya.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah

berbagai peraturan Perundang-undangan serta peraturan lamn yang berlaku dan

berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi, antara lain sebagai

berikut :
I. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara R.I. Tahun 1945 Pasal 26

menyatakan  bahwa :

1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan

orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-"Indang sebagai warga

negara,

2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing vang bertempat

tinggal di Indonesia.

2, Berdasarkan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Ten ang Perkawinan.

d.

Pasal 57 menyatakan bahwa :

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini iaiah
perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yaag
berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak
berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan
Indonesia.

Pasal 58 menyatakan bahwa :

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan
perkawinan  campuran, dapat meniperoleh kewarganegaraan  dari
suami/isterinya dan dapat pula kelilargan Kewarganegaraannya, menurut
cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan
Republik Indonesia yang berlaku,
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c.
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Pasal 59 menyatakan bahwa

1) Kewarganegaraan vang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau
putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaka. baik mengenai
hukum publik maupun hukum perdata.

2) Perkawinan campuzan yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan

menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal 60 menyatakan bahwa

1} Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukii
bahwa syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan oleh hukum yang
berlaku bagi pihak masing-masing.

2)  Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah
terpenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan
perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang
berlaku bagi masing-masing berwenang mencatat perkawinan,
diberikan surat keterangan buhwa syarat-syarat telah dipenuhi.

3)  Jika Pejabat yang bersanghutan menolak untuk memberikan surat
keterangan itu, maka atas petmintaan yang berkepentingan Pengadilan
memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak baoleh
dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat
keterangan itu beralasan atau idak.

4)  Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan maka
keputusan itu menjadi keterangan yang tersebut ayat (3).

5) Surat Keterangan atau Keputusan Pengganti  Keterangan tidak
mempunyai kekuatan hukum lagi jika perkawinan ity dilangsungkan
dalam masa 6 (enam) bulan se.udah keterangan itu diberikan,

Pasal 62 menyebutkan bahwa :

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan pasal 59

ayat (1) Undang-undang ini,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3% Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia.

a. Pasal 10 menyatakan baliwa :

b, Setiap orang berhak membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah,

¢. Perkawinan yuag sch hanya dapat berlangsung atas dasar kehendak Lebas
calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundeng-undangan,

b. Pasal 26 menyatakan bahwa :

I} Setiap orang berhak memiliki. memperoleh, mengganti, atau
mempertahankan status kewarganegaraannya,

2} Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi
berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada
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5. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1992 Tentang
Keimigrasian. |
a. Pasal 6 menyatakan bahwa : _
1) Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki Visa.

2) Visa diberikan kepada orang asing yung maksud dan tujuan
kedatangannya di Indonesia bermanfaat serta tidak akan menimbulkan
gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional.

6 . Berdasarkan Peraturan Pemerintah Rl Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa,
Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian.
a. Pasal | menytakan bahwa :
1) Visa dapat digolongkan ke dalam beberupa jenis yang meliputi ;

1. Visa Diplomatik;
2, Visa Dinas;
3. Visa Singguh; |
4. Visa Kunjungan; dan
5. Visa Tinggal Terbatas. |
2) Masing-masing jenis Visa scbagaimana dimaksud dalam ayat (1)
peruntukannya adalah sebagai berikut :
a)  Visa Diplomatik bagi mereka yang ‘ugasnya bersifat diplomatik;
b)  Visa Dinas bagi mereku yang melaksanakan tugas resmi dari Pemerintah
Asing yang bersangkutan atau divtus oleh Organisasi Internasional, tetapi
tugas tersebut tidak bersifat diplomat’k;
¢)  Visa Singgah bagi mereka yang bermaksud singgab di wilayah Negara
Republik Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain atau
kembali ke negara asal;
d)  Visa Kunjungan bagi mereka yang bermaksud melakukan Kunjungun

dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisatg, kegiatan sosial budaya dan

usaha:
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Visa Tinggal Terbatas bagi mercka yang bermaksud untuk :

1. Menanamhan modal;

2, Bekerja;

3. Melaksanakan tugas sebagai Rohaniwan;

4. Mengikuti pendidikan dan latihan atau melakukan penelitian ilmiah;

5. Menggabungkan diri dengen suami dan atau orang tua bagi isteri dan
atad anak sah dari seorang Warga Negara Indonesia;

6. Menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi isteri dan
anak-anak sah di bawah umur dari Orang Asing sebagaimana
dimaksud dalam huruf e angka 1), angka 2), angka 3), dun angka 4);

7. Repatriasi.

b. Pasal 44 menyatakan bahwa :

Istri dapat mengikuti status Izin Tinggal Tetap suiminya.

D

2)

Pasal 45 menyatakan bahwa :

Anak yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin
dapat mengikuti status Izin Tinggal orang tuanya.

Anak yang lahir di Indonesia berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun
dan belum kawin dari ibu Werga Negara Indonesia dan ayahnya tidak
atau belum memiliki 1zin Keimigrasian, dapat diberikan Izin Tinggal

Terbatas,

Pasal 46 menyatakan bahwa :

Izin Tinggal diberikan setelah orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal

44 dan Pasa! 45 berade secara sah atau lahir dj wilavah Negara Republik

Indonesia.
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7. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewar-
gancgaraan R.I,
A. Pasal 4 menyatakan bahwa :

a, Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undengan
dan/atau berdasarkun perjanjian Pemerintah Republik Indonesia
dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah
menjadi Warga Negara Indonesia; |

b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seseorang ayah dan |
ibu Warga Negara Indonesia;

¢. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga
Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;

d. Anak yang lakir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga
negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;

e. Anak yang labir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga
Negera Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganesaraan
atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan
kepada anak tersebut;

f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah
ayahnya meninggal dunia daii perkawinan yang sah dan ayannya
Warga Negara Indonesia;

£ Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga
Negara Indonesia;

h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga |
negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia
sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut
berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;

i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada
waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah atau ibunya;

J. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik
Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;

k. Anak yang lahir di wilayals negara Republik Indonesia apabila ayah
dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui
keberadaannya;

l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari
seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang larcna
ketentuan dari negara terapat anak tersebut dilahirkan memberikan
kewarganegaraan kepada enak yang bersangkutan;

m. Anak dari scorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan
kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia
sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
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B. Pasal 6 menyatakan bahwa

b

3)

Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ¢, huruf d, huruf h, huruf i,
dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18
(delapan belas) tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus men) atakan
memilih silah satu kewargane zaraannya.

Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan
melampirkan dokumen sebapaimana ditentukan di dalam peraturan
perundang-undangan.

Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah
anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sydah kawin.

C. Pasal 21 menyatakan bahwa

1)

2)

3)

Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin,
berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari
ayah atau ibu yang memperolch Kewarganegaraan Republik Indonesia
dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.

Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang
diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh
Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik
Indonesia.

Dalam hal anak sebagaimanu dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
memperoleh kewarganegaraar. ganda, anak tersebut harus menyatakan
memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6.

D, Pasal 25 menyatakan bahwa

1)

2)

3)

Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi secoreng ayah
tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai
hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia
18 (delapan belas) tahun wau sudah kawin.

Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak
dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai
hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia
18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin,

Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh
kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak
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dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya, sampai dengan anak
tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berakibat
anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas)
tahun atau sudah kawin anak ters=but harus menyatakan memilih salah
satu kewarganegaraannya sebagainiana dimaksud dalam Pasal 6.
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A. Pasal 26 menyatakan bahwa :

1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga
negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika
menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti
kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.

2) Laki-laki warga negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga
negara asing kehilungan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika !
menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti
kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.

3)  Perempuan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) atau loki-laki
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi warga
negara Indonesia dapat mengajukan  surat pernyataan - mengenai
keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang
wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau loki-laki tersebut,
kecuali pengajuan tersebut mergakibatkan kewargenegaraan ganda.

4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan
oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau luki-laki
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 3 ( tiga) tah n sejak tanggal
perkawinannya berlangsung,

B. Pasal 41 menyatakan bahwa :

Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ¢ huruf d, huruf
b, huruf i, dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana
dimeksud dalam Pasal 5§ sebelum Undang-lUndang ini diundangkan dan
belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh
Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini
dengan mendaflarkan diri kepada Menteri melalui Pe’abat atau Perwakilan
Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tuhun setelah Undang-Undang
ini diundangkan.

2.3 Landasan Teoritik
2.3.1 Pengertian Wargancgara

Banyak sckali literatur-literatur yang menerangkan d:ngan definisi yarg
berbeda-beda tentang pengertian wargancgara. Akan tetapi seluruh pengertiat-
pengertian tersebut haruslah sesuai atau paling tidak mirip dengan pengertian yang
sudah ditentukan terlebih dahulu dengan peraturan  perundang-undangan yeng

berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
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Republik Indonesia, warganegara adalah warga suatu negara yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan, menurut Koern atmanto Soetopraviro
(1994:1) warganegara adalah anggota Jari negara, jadi lebih menunjuk kerada

subjeknya yang mendapat perlindungan dari negara tersebut.

2.3.2 Pengertian Kewarganegaraan

Menurut Undang-Undang Norior 12 Tahun 2006 tentung Kewarganegaraan
Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan
dengan  warganegara, Menurut  Koerniatmanto Soctoprawiro  (2000:12)
kewarganegaraan adalah sega'a jenis hubungan antara orang dengan negara yang

|
mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang |
bersanglcutan. Lain hal lagi menurut Ko Swan Sik (1957) sifat hukum dari pengertian |

kewarganegaraan ditentukan sebagai ikatan hukum antara negara dengan seseorang.

233 Pengertian Pewarganegaraan
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
R.1, Pewarganegaraan adaluh tata carg bagi orang asing untuk memperolel

Kewarganeguraan Republik Indonesia melaly] permohonan,

234 Pengertian Perkaw inan

Suatu raasyarakat terbentuk dari kumpulan beberapa keluarga vang terdiri
dari ayah, ibu, dan anak yang mana semua itu scbagai hasil dari proses perkawinan,
Perkawinan sebagai hal kodrati naluri yang aiberikan oleh Tuhan kepada semua
makhluk di dunia ini. Hal ini disebabkan Tuhan menciptakan makhluk dalam dua
jenis yaitv jantan dan betina, laki-laki dan perempuan yang antara keduanya
mempunyai daya magnet untuk saling mengasili, mencintai dan membutuhkan satu

sama  lain, schingga terjalinluh  suaty  peckawinan sebagai  wahana  untuk

mengembangkan keturunan dan menjaga kelestarian hidupnya. (M. Thalib, 1993:32),
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Di dalam pasal 1 UU Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan
bahwa yang dimaksudkan dengan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara
semua seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membent ik rumah
tangga yang bahagia dan l.ekal berdasarken Ketuhanan Yang Maha Esa,

Sejak dilahirkan manusia selalu aidup herdampingan bersama-sama dengan
manusia lainnya, kebersamaan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Pada suatu masa tertentu dalam
kehidupan manusia itu timbul keinginan untuk hidup bersama dengan manusia yang
lain yang mempunyai jenis kelamin yang berlainan. Keinginan jtu bu'anlan
merupakan sesuaiu  vang berlebihan, sebal manusia itu memang diciptakan untuk
selalu hidup berpasang-pasangan antara seorang pria dengan scorang wanita. Hidup
bersama antara seorang pria dengan se orang wanita ini bukan hanya sekedar
memenuhi kebutuhan biologisnya semata, melainkan lebih dari ity menyangkut
ikatan lahir dan batin antara keduanya dengan tujuan membentuk sebuah keluarga,
Hidup bersama seperti inilah vang kemudian dikenal dengan isti.ah perkawinan,
(Djoko Prakoso, 1987.2),

Sedangkan Subekti (1985:23) menyatakan bahwa perkawinan adalah pertalian

yang sah antara laki-laki dengan perempuan untuk waktu lama.

Menurut Hasbullah Bakry (1981 : 2 dan 23) menyatakan bahwa perkawinan
adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami
istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Twuan Perkawinan adalah membentuk
keluarga yang bahagia dan kekal, Untuk itu suami istri perlu saling bantu-membantu
dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya
membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mareriil,

Dengan adanya perkawinan antara seorang  laki-laki  dengan seorang
perempuan, maka mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik
terhadap kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan maupun terhadap anak-

anak yang dilahirkan serta anggota masyarakat lainnya yang menyangkut prinsip

.___.__..T
|

e
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persamaan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak vang bersangkutan. Oleh
karena itu dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang perkawinan seperti
syaral-syarat peresmiannya, pelaksanaan dan bentuk-bentuk kehidupan manusia
tersebut, (Rusli, 1984:10).

Menurut Surojo Wignyodipuro (1982:25) perkawinan adalah suaty peristiwa
yang sangat penting dalam masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya
menyangkut pria dan wanita sebagai mempelai sajd, tetapi juga orang tua kedua belah
pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluargn mereka masing-masing.

Perkawinan dalam agama Islam disebut nikah adalah melakukan suatu aqad
atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara laki-laki dan perempuan  untuk
menghalalkan hubungan jenis kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar
sukarela dan keridloan untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang
diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridloi Allah SWT.
(Soemijati, 1982:8).

2.3.5 Pengertian Perkawinan Campuran

Menurut Antarini S.H. (2001:18) perkawinan campuran adalah antar dua
orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan
kewarganegaraan,

Pengertian perkawinan campuran diromuskan & dalam  Pasal 57 uu
Perkawinan yang menyatakan

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini

talah perkawinar antara dua orang yang di Indonesia yang tunduk pada

hukum yang berlainan, karena perbedsan kewarganegaraan dan salah saty

pihak berkewarganeparuan Indonesia.”

Dari rumusan tersebut, perkawinan canpuran yang dimaksud oleh UU
Perkawinan turbatas pada perkawinan antara seorung pria dan seorang wanita di

Indonesia di mana yang bersangkutan (calon mem pelai) :
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Tundguk pada hukum yang berlainan ;

g

Karena perbedaan kewarganegaraan oleh calon mempelai ;

. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia,

L% ]

Pengertian perkawinan campuran di atas merupakan pengertian dalam artian
sempit, sebab perkawinan campuran yang dimaksud oleh UU Perkawinan terbatas
pada hanya perkawinan campuran internasional, yakni perkawinan yang akan
dilakukan antara seorang warga negara [ndonesia dengan seorang warga negara asing,
Jadi titik beratnya pada perbedaan “kewarganegaraan®, sehingga masing-masing
calon mempelai dengan sendirinya tunduk pada hukum yang berlainan. Kalau
dihubungkan dengan Angka 3 Penjelasan Umum atas UU Perkawinan yang antara
lain menyatakan “sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945, undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip
yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, sedangkan di lain
pihak harus dapat pula menampung segala kenyatuan vang hidup dalam masyarakat
dewasa ini”, maka pengertian perkawinan campuran di sini hendoknya ditalsirkan
secara luas, yakni perkawinan antara dua orang yang di Indonesia
I yang tunduk pada hukum yang berlainan, karcna perbedaan agama, golongan
penduduk, dan tempat ;

2. yang tunduk pada hukum yang berlainan, Kkarena perbedaan bangsa atau
kewuarganegaraan ;

3. yang tunduk pada hukum, dimasa salah  satu calon mempelainya
berkewarganegaraan Indonesia,

Pengertian perkawinan campuran yang luas ini, sebelumnya terdapat di dalam
Regeling op de gemengde Huwelijken Staatsblaad 1898 Nomor 158 (peraturan
Perkawinan Campuran). Dalam Pasal | Peraturan Perkawinan Campuran dinyatakan
bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-
orang yang di ladonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlasiman, Selanjutnya
dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Perkawinan Campuran menentukan bahwa

perbedaan agama, bangsa, utnu asal it sama sekali bukanlah menadi halangan untuk
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perkawinan, Berdasarkan Pasal terakhir ini. tampaknya Peraturan Perkawinan
Campuran telah menetralisir perbedaan agama, bangsa, atau asal muasal tidak
meznjadi penghalang perkawinan, dapat saja mereka melangsungkan perkawinan
walaupun berbeda agama, kewarganegaraan, atau asal muasalnya. Bila hal ini yang
terjadi, maka sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Perkaw inan Campuran , maka
perkawinannya dilangsungkan menurut hukum yang berlaku bagi calon suaminya,
kecuali ‘zin dari kedua beluh pihak baka! mempelai yang selalu harus ad.i. Dengan
demikian, perkawinan campuran yang dianut oleh Peraturan Perkawinan Campuran
di sini dapat berarti perkawinan campuran antar golongan, antartempat, antaragama,

dan antarnasional,
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4.1, Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas,
maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Perkawinan campuran dapat berakibat scseorang mendapat kewarganegaraan
Indonesia atau dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia; hal ini juga berlaku
terhadap anak-anak dari hasil perkawinan campuran, bisa mendapatkan
kewarganegaraan kedua orang tuanya baik dari iby maupun bapaknya; apabila
masing-masing pihak tetap mempertahankan kewarganegaraannya, maka akan
mempengaruhi status kewarganegaraan anak-anak hasil perkawinan tersebut ;

2. Undang Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan R.1. yang telah
diamandemen oleh UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan R.I, |
dibeniuk tanpa adanya pemahaman mengenai  konsep filsafat  hukum
kewarganegaraan, sehingga muatannya tidak lebih dari bagaimana memperoleh
kewarganegaraan,  kehilangan kewarganegaraan  dan  mempertahankan
kewarganegaraan tunggal; hal ini otomatis menimbulkan diskriminasi dan bias
gender. Status kewarganegaraan anak yang dilahirkan dari kawin campur akan
lebih ditentukan dari sang ayah; hal ini menimbulkan subdinarsi perempuan
terhadap pria, karena perempuan tidak dapat menentukan Kewarganegaraan
anaknya; selain itu perempuan akan kehilangan kewarganegaraannya jika sang
suami meninggal atau bercerai: UU ini menyebabkan perempuan dan anak-anak
akan mengalami kekerasan rumah tangga: UU tersebut juga berpotensi merusak
keutuhan rumah keluarga yang dikarenakan perempuan dapat kehilangan hak
pengasuhan annk karena perpisahan, bila suami Warga Negara Asing kehilangan
pekerjaannya di Indonesia, maka suami dan anak harus keluar dari Indonesia; UU
tersebut juga menyebabkan anak tidak secara otomatis mendapatkan hak asub dari

ibunya, karena status kewarganegaraannya vang berbeda dengan ibunya; wan

50
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dapat distmpulkan. LIU yang lama ini macih ada diskriminas sender dalam

=

keimigrasian yang secara vuridis sebenarnys bertentansan donoan konstitusg,

Tad

UL nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan R 1 telah membawa

1= 1 1 + - i o N |H-11 \ ool e asy I-'Fﬂf‘ll LR s R P ¥ 1 lI [ ad
perubahian dengan mominimalisic masalah diskriminasi gender dan dikotomi ras

Status hewarganegaraan seseorang ditentukan status yuridiz, hukan etnis dan ras
:an demikian, perdebatan yang diskoiminatif dan konflilur tentang asli dan

::'da!; ash sudah ditutup. Tak ada lagt pemojokan atas otnie tortenty di nepen ing

Semua ctnis dan komunitas, sceara vindis memihihi anah vane ¢

Hlﬂﬂcgﬂﬂkﬂn.. unak }'Clﬂ_'.:'.' !ahlr d:”-i :1-'“- orann rn.rl.wn.'\-l. 1. ;Inn risrerhy uenies a5l

HEHHI SdAllie st ke |

otomatis mengthuti v RELT e ::;.';:!:::;.:. Catian, pada sost berssmaan, anak

boleh menjadi warga nepara Indonesia don nrge negere ayahnya hingpa usia 12 .l
tahun, Setelah iy, sang anak boleh menentuban kewarpan sparaan yang digitih, |
Dalam perspeltif ini) Lita menpamyt nrinein .l;':*.-.'::r;__::mug,:r:l:::'r ganda terbatas, |
Selain ity, perempuan Indonesia vang menikak dengan pria asing tidak otomatis |

tkut kewargnnegaraan suami sepurti Undang-Undang sebelumnya, ia bisa tetap
menjadi warga negara Indonesia. bahkan 1a kisa menjad! sponsor suaminya untuk

memiliki status Permanent Residence atay moniadi dr Warga Magara Indonesia,

4.2. Saran
Berdasarkan dari beberape henimpulan tersehut di gtes, maba saran das

penulis adalzh
L. Perlu segera diterbitkan pernturan pelakesnaan
menghapus pecaturan yang bertentangar denpan UL tersehut haik di pusat

maupun di daerah.

[

Perlu dilakukan sosialisasi UU Nomer 12 tahun 2006 hail: di nusat maninun dy

daerah, karena walaupun UL ini sudah berlaky masih terjadi berbauai kendala

i Bl

d, |3pﬂ‘.‘!g‘cm }’E“.ng menun II.LL'I" nn I‘\rj"\ll.l-‘\ .-:\ lngﬂ\n."qr\ arat 1.|nr1; I-.-nur-nnﬂ.g e

mensyaratican Surat Bukti Kewarganepsrasn Republit Indonesia (SBKRI)

dalam pengurusan surat kewarganegaraan,
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UNDANG-UNDANG TENTANG KEWARGANEGARALN REPUBLIK INDOMESTZ
NOMOR : 12 Tamun 2006

Sebagaimana disahkan dalam 8idang Paripurna DER RI
Pada 11 Juli 2006
UNDANG-UNDANG KEWARGANE GARAAN REPUBLIK INDOMESTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
FRESIDEN REPUBLIEK INDONESIA,

Menimbang:

a. Bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Panczsila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194s menjamin potensi,
harkat, dan martabat setiap orang sesuai denzsn hak asas: manusia;

B pahwa warga Hegara amerupakan salah ‘saty unsur hakiki dan unspr
pokek dari suaty negars yang memiliki hak dan kKewajiban yang perlu
dilindungi dan dijamin Pelaksanaannya;

-7 bahwa Undang-Undang Nomor 62 Tsahun 1958 tentang Kewarganegaraan
Hepublik Indonesia Sebagaimana telah diubakh dengan Undang-lUndang
Nomer 3 Tahun 1076 tentang Perubahan Pasal ig Undang-Undang Nomor
62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Fepublik Indonesia sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan *etatanegaraan Republik
Indonesia sehingga harus dicabut dan diganti gengan yvang baru:

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimzksud dalam huruf gy
heruf b, dan huorot Cy perlu menmbentuk Undang-tndarng tentang
Fewdrganegarasan Bepublilk Indonesia:

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28p ayat (2],

Pasal 2BD ayar (1) dan ayat [4), Pasal 28E ayat . (s Posal fogT ayat

(2}, dan Pasal Z8J Undang-Undang Casar Negara Republik Indoresis Tahun

1845;

Cengan Fersetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN FAKYAT REPUBLIK INDONESIZE
dan PRESIDEN FREPUBLIK INDONESIA

MEMOTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK
INCONESTA.

]
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BAR T
BEETENTUAN UMUM

Pagal 1
Dalam jndang—Undang inl yang dimaksud dengan:

l. Warga Negars adalah Warga suatu negara ¥ang ditetapkan berdasarkan
peraturan Perungang-undangan,

2, Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal ¥yang berhubungan dengan war-
Ja negarg,

3. Pewarganegaraan adalah tata para bagi orang BSIing untiuk memperoleh
Kewarganegaraan Bepublik Indonesia melalul permchonsn,

4. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung Jjawabnyas di
bidang Kewarganegaraan Fepublik Indonesia,

5. Pejabat adalah urang yang menduduki Jabatan tertentu yang ditunjuk

cleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Tnda-
nesia,

6. Setiap orang adalah Orang perssorangan, termasuk korporasi,

7. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutasn Besar Republik Indo-
nesia, Kon=sulat Jenderal Bepublik Indonesia, Konsulat Republik
Indonesia, atau Perutusarn Tetap Republik Indonesia,

Pasgal 2

Yang menjadi Warga Negara Indonesia adslah Lrang-orang bangsa Indonesia

asli dan grang-orang bangsa lain yYang disahkan dengan undang-undang

sebagal warga negara.

Pasal 3

Kewarganegaraan Republik Indenesia hanya dapat diperoleh berdasarkan
persyaratan yvang ditemukan dalam Undang-Undang ini,

EaAE II
WARGA NEGARA INDONESTA
Pasal 4
Warga Negara Indonesia ddalah:
a8, setiap orang ¥ang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atan
berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indeonesis dengan negara
lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga MNegara

Indonesia;

b. anak yang lahir dari perkawinan wvang sah dar: seorang ayah dan iby
Warga HNegara Indonesia;
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. anak yang lahir J94r1 perkawinan Yang sah dari Secrang ayah Karga
Negara Indonesis dan ibu Warga negara asing;

d. anak yang lahis dari perkawinan Yang sah dari d@0rang ayah warga
Negara asing dan by Warga Negara Indonesia;

@. anak yang lahir dari perkawinan ¥Yang ssh darit Seorang ibu Warga
Negars Indonesia, tetapi ayahnya =ldak mempunyai kewarganegarsan
atau hukum negara aszl dyahnya tidak memberikan kewarganegaraan
kepada anak tersabyt;

f. anak ¥ang lahir dalam Lenggang waktu 300 {tiga ratus) hari sgételah
ayahnya meninggal dunia dazy Perkawlinan ¥ang sah dan ayannya Warga
Negara Indonesia;

3. anak yang lahir doi luar perkawinan yYang sah ‘darl Secrang lbu Warga
Negara Indonesia;

h. anak yang lahir di luar perkawinan Yang sah dari Seorang ibu warga
flegara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negars Indonesia
sabagai anaknya dan bDengakuan {ruy dilakukan sebelum dnak tersebut
berusia 18 {delapan belas) tahun atau belum Eawing

1. anak yang lahir di wilayah fegara Republik Indenesia Yang pada wakcy
lahir tidak Jelas status kewarganegarazan ayah dan ibunya;

J. anak yang baru lahir Yand ditemukan 42 wilayah negara Republik
Indonesia selama ayah dan ibunya ridak dikastahui;

k. anak yang lahis di wilayah negars Republik Indonesia spablla ayah
dan ibunya tldak mEmpunyal kewarganegaraan atau Cigak diketahul
heberadaannya:

1. anak yang dilahirkan di Juar wilayah negara Republik Indonesia dari
Sebrang -ayah dan {(by Warga Négaralndonesia yang karena ketentuan
dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan
kewarganegaraan kepada anak yang bersangkitasan;

m. anak dari 8eorang ayah atau ibg ¥ang telah dikabulkan EFermohonan
kewarganﬂgaraannya, kemidian  ayah atao lbunys meninggal dunia
sebelum mengucapkat sumpah atauy menyataxan janil setia.

Pasal 5

(1} Ansk Warga Negara Indonesia yang lahir di lpar perkawinan yang sah,
beium berusia 18 [delapan belas) tahun atau belum kawin diakus

Secara sah oleh ayshnya vang berkewarganegaraan asing tetap diakui
febagal Warga Negara Indonesia,

{2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusis =5 {lima) tahun
diangkat secara sah sabagal anak olah Warga negara asing
berdasarkan Penetapan pengadilan tetap diakul sebagal Warga Negara
Indonesia,
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Pa=zal 5

(1} Dalam hal status Bewarganegaraan Bepublik Indonesia terhadap anak’
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurut ¢, huruf d, huruf W, hurgs
i, dan Pa=sal 5 berakibat anak herkewarganegaraan ganda, setelah
berusia 18 idelapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersabut
harus menyatakan memilih salah satuy kewarganeqaraannya.

{2) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagalmana dimaksud pada
ayat (1] dibuat seecars tertiulis dan disempaikan kepada Feiabat
dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan i dalam
pPeraturan perundang-undangan.

(3] Pernyataan untuk memilihk kewarganegaraan sebagalmana dimaksud pada
ayat (2} disampaikan dalam wakty paling lambat 3 {tiga) tahun
setelah anak berusia 1& (delapan belas) tahun atau sudah kawin,

Fasal 7

Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagail
erang asing.

SYARAT DAM TATA CARA MEMPERQLéiuiggigGhNEGARAAN REPFUBLIK INDONESIA
Pasal 8
Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalas
Dewarganegaraan.
Pa=al 9

Permohonan Pewarganegaraan dapat diajukan olsh pemschon jika memenuhi
persyaratan sebagai berikuat:

a. telah berusis 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin:

b. pada waktu mengajukan permchonan sudah bertempat Linggal di wilayah
Nnegara Republik TIndeonesia paling singkar 5 (1ima ! tahun berturut-
turut atau paling singkat 10 (sepulub puluh) tahun tidak berturut-
turut;

<. sehat jasmani dan ronand ;

d. dapat berbahasa Indonesia sertg mengakui dasar negara Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Tndonesia Tahun 1845;

e. tidak pernah dijatuhi pidana karens melakukan tindak pidans vang
diancam dengan pidana penjara lisatu) tahun atan lebin;

£f. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Eepublik Indonesia, tidak
menjadi berkewarganegaraan ganda;

9. mempunyail pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan

h. membayar bang Kewsrganegaraan ke Kas Negars .
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Pasal 10

(1) Permohonan bewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh Pemahan
Secdra tertulis daiam bahass Indonesia di atas kertas permeterai
cukup kepada Presiden melalui Menterd.

{2} Berkas permohonan Fewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampalikan kepada Pejabat .,

Pasal 11

Menteri meneruskan permchonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
disertai dengan Pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat
3 (tiga) bulanp terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 12
(1] Permohonan bewarganegaraan dikenai Biaya.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud Pads ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah,.

Pagal 13
(1} Presiden mangabilkan atau menclak permohonan pewargansgaraan.

{2} Pengabulan Permohonan Pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat
11) ditetapkan dengan Kepurusan Presiden,

(3} Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pPaaa ayat (2) ditetapkan
paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima
oleh Manteri dan diberitahukan kKepada pemohon paling lambat 14
(empat belas) hari terbitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.

(4)Penolakan permchonan PeWarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus disertai alasanp dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang
bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sesjak tanggal
permohonan diterima oleh Menteri,

Pasgal 14

(1) Keputusan Presiden mengenai Pengabulan terhadap Permchonan
bPewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemchan
mengucapkan sumpah ataw menyatakan janii setia.

(2)Paling lambat 3 itiga) bulan terhitung seqjak Keputusan Presiden
dikirim kepada pemohon, Pejabat memanggil pemchon untuk mengucapkan
sumpah atau menyalakan Jjanji setia.

{31Dalam hal setelah dipanggil secars tertulis oleh Pejabat untuk
mengucapkan sumpah atau menyatakan janii setia padas waktu vang talagh
ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah,
Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum:

{4)Dalam hal pemshon tidak dapat mengucapkan sumpah atay menyatakan
Janji setia pada waktu ¥ang telah ditentukan sebagai  akikat
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kelalaian Pejabat, bemohon dapat mengucapkan sumpsh atau menyatakan
janii setia di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk Menteri.

Fagal 1&

(1} Pengucapan Sumpah atau pernyataan janii setis segbagaimans dimaksud
dalam Pasal 14 dyat (1) dilakukan di hadapan Pejabar,

(2)Pejabat sebagaimana dimaksud pads ayat (1) membuat berita dcara
pelakzanaan pengucapan sumpah atau Pernyataan janii setiz.

{3)Paling lambat 14 Jempat belas) hari terhitung sejak tanggal
Fengucapan sumpah atau Pernyataan janiji satia, Pejabat sebagaimana
dimaksud pads ayat (1} menyampaikan berita acara pengucapan sumpah
atau pernyataan lan}i setia kepacda Menters.

Pasal 16

ayat (1) adalah;
Yang mengucapkan sumpah, lafal sumpahnya sebagal berikor:

Demi Allah/dem! Tuhan Yang Maha Esa, Saya bersumpah melepaskan seluruh
kesetiaan saya kepada kekuasaan A8ing, mengakul, tunduk, dan setia
kepada Negara Kesatuarn Republik Tndonesia, Fancasila, dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan
sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewsiiban yang dibebankan negara
kepada saya sebagal Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas,

Yang menyatakan janii setia, lafal janji setianya ssbagail berlkur;

Saya berjanii melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing,
mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Aepublik Indeonesia,
Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan  akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan
kewajiban yang dibebankan négara kepada sayas sebagal Warga Negara
Indonesia dengan tulus dan Lkhlas,

Pasal 17

Setelah mengucapkan sumpah atau menyvatakan Janli setia, pemohon waiib
menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada
kantor iImigrasi dalam wakru paling lambat 14 [empat pelas) harl kerja
terhitung sejak tanggal pengucapan aumpah atau Pernyataan janii setia,

Pasal 18

(1}8alinan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan sabagalmana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan berita acara Fengucapan sumpah
atau pernyataan janii setia dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (2) menjadi bukti sah Kewarganegaraan Republik
Indonesias desgorang yang mempercleh kewarganegaraan,

(Z1Menteri mengumumkan fama orang yang telah mamperalah Kewarganegaraan
sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dalam Berita Negara Republik
Indonesla,

Bt
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Pagal 19

{l}Warga negara aging  yang kawin =ecara  sah dengan Warga Negara
Indonesia dapat mempercleh Kewarganegaraan Republik Indonesisa dengan
menyampail kan Pernyataan menjadi Warga negara di hadapan Pejabat,

(&) Pernyataan Sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilakukan dpabila yang
bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik
Indonesis Paling singkat & {lima) tahun berturut-turut atan paling
singkat 10 (sepuluh) +fahun tidak berturut—turut, kecuali dengan
peralehan kewarqanegaraan tersebut mengakibatkarn berkewarganeqaraan
ganda.

(3)Dalam hal yang bersangkutan tidak mempercleh  Kewarganegaraan
Bepublik Indonesia yang diakibatkan colan kewarganegaraan ganda
sebagaimans dimaksud pada ayat (23, ¥ang bersangkutan depat diberi
izin tinggal tetap sesuai cengan peraturan Perundang-undangan .

(4} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata Cara menyampaikan pernyataan
untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2] diatur dengan Peraturan Menteri .

Pagal 20

Orang asing yang telah berjasa kepada Hnegara Republiik Indonesia atan
dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republilk
Indenesia oleh Presiden setelah memperoleh  pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyar Republik Indonesia, keouali dengan pembarlan
kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan derkewarga-
neg=raan ganda.

Pasal 21

(1)Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin,
berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Bepublik Indonesia,
dari ayah atau ibuy ¥ang memperoleh Kewarganegaraan Republijk
Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indenesia.

(2)Anak warga negara asing ¥ang helum berusia & (1ima) tahun vang
diangkat secara =sah MERUrnt penetapan pengadilian ssbagai anak ogleh
Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik
Indenesis,

[3)Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayalb (1) dan ayat (2]
memperoleh Kewarganegaraan ganda, anak tersebur harus menyatakan
memilih salal satu Kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 6,

Fasal 22

Eetentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengajukan dan memperolsh
Kewarganegaraan RepubliX Indonesia diatur dalam Peraturan Femarintah.
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BRE TV
KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK THDONESIA
Pasal 23
Warga Negara Indonesia kenilanga kewarganegaraannya

bersangkutan:
8. mamperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya Sengdiri;

. tidak menclak atan tidak melepaskan kewarganegaraan Lain,
Brang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk 1EL;

1ika yang

sedangkan

c. dinvatakan hilang kewargenegaraannya oleh Presiden atas permohonan—
hya .sendirl, vang bersangkutan sudah berusia 18 {delapan belas)

tahun atau sudah kawin, bBertempat tinggal di lyar negari,
dinyatakan hilang Kewarganegaraan Eepublik Indonesia tid
tanpa kewarganegarazan;

dan dengan
ak menjadi

d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izip terlebih dahulu dari

Presiden;

8. B8ecara sukarela masuk dslam dinas negara 85ing, yang jabatan dalam

dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan

peraturan

Perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;

. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji secia kepada

negara asing atau bagian dari fegara asing tersshbiut;

9. tidak diwajibkan tetapl turut serta dalam pemilihan se
bersifat Ketatanegaraan unruk suatu negara asing;

suatu yang

h. mempunyai baspor atau surat yang hersifac paspor darl negara asing
dtau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang

masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau

e

{(lima) tahun Eerus-menerus bukan dalam rangka dinas neg

bertempat tinggal di luar wilayah nesgara Republik Indonesia selama &

ara, tanpa

alasan vyang sah dan dengan sengajas tidak menyatakan keinginannya

untuk tetap menjadi Warga WNegara Indone=sia sebelum Jangks waktu

I

5

(lima) tahun itu berakhir, dan setiap' & (lima) tahun berikutnya Yang
bersangkutan tidak mengajokan pernyataan ingin tetap menjadi Warga
Wegara Indonesia kepads Perwakilan Bepublik Indonesia vang wilayah
kerjanys meliputi tempat tinggal vang bersangkutan padahal

Perwakilan Republik Indonesis Cersebut telah memberitahu

kKan secara

tertulis kepada ¥ang bersangikutan, sepanjang yang bersangkutan tidak

menjadi tanpa kewarganegaraan

Pasa]l 24

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d tidak ‘berlakn
bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara
mengharuskan mengikuti wWwajib millter.

laln yang
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Fagal 25

(1)¥ehilangan Kewarganegaraan Eepublik Indeonesia bagli secrang ayah’
tidak dengan sendirinya berlakna terhadap anakaya ¥ang mempunyai
hubungan hukum dengan ayahnya sampal dengan anak tersebot berusia 18
(delapan belas) tahun Atau sudah kawin.

{2} Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indcnesia bagi seorang ibu tidak
dengan sendirinya berlaku Lerhadap anaknya yang tidak mempunyai
hubungan hukum dengan ayahnya sampal dengan anak tersebut berusia 18
{delapan belas) tahun atag sudah Kawin.

{3} Kehilangan sewarganegaraan Republik Tndenesia karena mempersalah
kewarganegaraan Ilzin Bbagi secrang iby ¥ang putus perkawinannya,
tidak dengan sendirinya berlaky terhadap anaknya gampai dengan anak
tersebut berisis 8 ldelapan belas) tahun atau sudah kawim.

(4)Dalam Hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak
sebagaimana dimakaud Pada ayat(l), ayat (2], dan ayat (3) berakibat
anak berkewsrganegaraan ganda, setelah berusia ;) Idelapan
oelas)tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilil
salah satu kawarganeqaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

Pasal 2§

(1] Perempuan Warga Hegara Indonesias yang kawin dengan laki-laki Warga
negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Jika
menurat hukum negara asal suaminya, kewarganedarian istri menglikoti
kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersahir,

{2)Laki-1aki Warga Negara Indonesia Yang kawin dengan PErempuan warga
hegara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Jika
menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti
kewargane-garaan istri sebagai akibat perkawinan tersebut,

(3} Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat {1 atau laki-Ilski
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} Fika ingin tetap menjadi Warga
Hegara Indonesia dapat mengajukan surat pernyatsan  mengenal
keinginannya kepada Fejabat atau Perwakilan Bepublik Indonesia Yang
wilayahnya meliputi tempat tinggal Perempuan atau laki-laki
tersebut, kecuali Pendajuan tersebyt mengakibat kan tewarganegaraan
ganda .

{d}Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dapat diajukan
oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atan laki-lakd
sebagalmana dimaksud pada ayat (2) setelah 3 (tiga} tahun sejak
tanggal perkawinannya berlangsung.

Pagal 27

Kehilangan kewarganegaraan bagi suwaml atay istri yang terikat
perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya stactus kewarganegaraan
dari istri atau suami.
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Pasal 28

Setiap orang yang memperoleh FKewarganegaraan Republik Indonesia
Derdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan balsy  atan
dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mangensal orangnya oleh
instansi vang Rerwenang, dinyatakan batal KewWwargansgaraannya.

Pasal 29

Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan Hewarganegaraan Republik
Indonesia dalam Berits Negara Republik Indonesia.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanijut mengenai persyaratan dan tata cara kehilangan
dan pembatalan kewarganegaraan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V¥
SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARMAAN
REFUBLIK INDONMESIA

Pagal 31

Seseorang vyang kelilangan Kewarganegaraan Republik Indenesia dapat
mempercleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur pewarganegaraan
sebagaimana dimaksud dalam Fasal 9 sampal dengan Pasal 18 dan Pasal 23,

Pa=zal 32

{liWarga WNegara Indonesia yang kehilangan Hewarganegaraan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 hopruf i, Pasal 253 Han
Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2} aapat mempercleh  kembali
Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permchonan
tertulis kepada Menteri tanga melalui prosadur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17,

{2}Palam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat
tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, permchonan
disampaikan melalui Perwakilan Bepublik Indonesia yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal pemchon.

{3) Permchonan untigk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik
Indonesia dapat diajukan oleh perempuan ateu laki-laki yang
kehilangan kewarganegaraannya akibat ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2] sejak putusnya perkawinan.

{4)Kepala Perwakilan Rapublik Indonesia sebagaimans dimaksud pada ayat
(2) meneruskan permohonan tercsebut kepada Menteri dalam waktu paling
lama 14 (empat belas) hari setelah mensrima permohonan.

Fasal 33

Persetujuan atau penclakan permochonan mempercleh kembali
Kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan paling lambat 3 (tiga)
bulan oleh Menteri atau Fejabat terhitung sejak tanggal diterimanya
permchonar.
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Pasal 34

Menteri mengumumkan nama BLang yang memperoleh kembazli Kewarganegaraanp
Republik Indonssla dalam Berita Negara Republik Indonesia

Pa=al 35

Ketentuan lebin lanjut mengenai pPersyaratan dan tata cara memperoleh
kembali Kewarganegaraan Republik Indonesiz diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

BarB VI
EETENTUAN PIDANA

FPasal 3§

(l)Pejabat yvang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan kewajibarnya
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini sehingga
mengakibatkan 3eseorang kehilangan hak untuk memperoleh atauy
mernperoleh kembali dan/atay kehilangan Kewarganegaraanp Republik
Indonesia dipidana dengan pidana peniara paling lama 1 (satu] tahun,

(2)Palam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan

karena kesengaiaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
tiga) tahun.

Pasal 37

{1}Setiap orang yang dengan sengaija memberikan keterangan palsua,
termasuk kKeterangan di astas sumpah, membuat surar atau dokumen
paisu, memalsukan surat acau dokumen dengan maksid untuk memakai
dtau menyuruoh memakai keterangan ata: surat atau dokumen yang
dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau
mempercleh  kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana
dengan pidans penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama
4 (empat) tahun dan dends paling sedikit ap 250.000.000,00 {dua
ratus lima puluh juta rupiah} dan paling Danyak Rp 1.000,000.000,00
{satu miliar rupiah).

{2)Setiap orang yang dengan sengaija menggunakan keterangan palsuy,
Lermasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atay dekumen palsu,
memalsukan surat  atau  dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(lidipidana dangan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama ¢ (empar ) tahun ‘dan denda Paling =edikit Rp
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh Juta rupiah) dan paling banyak
Fp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 38
(l)Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37

dilakukan korporasi, pengenaan pidana dijatuhkan kKepada korporasi
dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama kerporasi.
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{2} Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana
dends paling sedikic Rpl.000.000.000,00 (saty millar rupiah} dan
paling banvak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dicabut »
izin usahanya.

{3} Pengurus  korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 1 ({satu) tahun dan paling lama
3 {lima} tahun dan denda paling sedikit Ep 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah)} dan paling banyak Ep 5.000.000.000, 00 (lima miliar
rupiah).

Bab VII
KETENTUAN PERALIHAM

Pasal 39

il) Permohonan bewarganegaraan, pecnyatsan unsuk tetap menjadi Warga
Negara Indonesia, atau permchonan mempercleh kembali Kewarganegaraan
Republik Indonesia ¥ang telah diajukan kepada Menteri sebelum
Undang-Undang ind berlaku dan telah diproses tetapli belum gselesal,
tetap diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor &7 Tahun 1558
tentany Kewarganegarzan Republik Indonesia gebagaimana telab diubah
dengan Undang-Undang MNomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18
Undang-Undang Nomor &2 Tahun 1958 tentang Fewarganegaraan Republik
Indonesia.

(2lApabila permchonan atau pernyatsaan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} telah diproses tetapi belum selesai pada saat peraturan
pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan, permohcnan atau pernyataan
tersebut diselesaikan menurat ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 40

Permchonan PeWarganegaraan, pernvataan untuk tetap menjadi Warga Negara
Indonesia, ataw permohonan memperclsh kembali Kewarganegaraan Republik
Indonesia yang telah diajuken kepada Menter: sebelum Undang-Undang ini
berlaku dan belum diproses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-
Undang ini,

Pasal 41

Anak wvang lahir sebagaimans dimaksiud dalam Fasal 4 hurufl Gy huruf d,
haruf h, ‘huruf 1 dan anak yang diakui atau diangkat secars sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal & sebelum  Undang-Undang ini
diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin
memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang
ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melslui Fejabat atau
Perwakilan Republik Indonesia Faling lambat 4 (empat) tahun setelakh
Undang-Undang ind diundangkan.

Pasal 42

Warga WNegara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara
Bepublik Indonesia selama 5 {lima) tahun atau lebih tidak melapsorkan
diri kepada Perwakilan Republik Indonesia dan telah kenilangan
Kewarganegaraan Republik Indonesia sehelum Undang-Undang ind diundang-
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kan dapat memparcleh kembal]: kewarganegur44hnya dengan mendaftarkan
diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (i
ga) tahun sejak Undanq—Undanq in: diundangkan sepanjang tidak meng-
akibatkan kewargariegaraan ganda.

Pagal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai ‘tata cara pendaftaran sebagaimana
dimasksud dalam Pasal 41 dan Pasal 47 diatur dengan Peraturan Menteri
yang harus ditetapkan paling lambat 3 {tiga) bulan sejak Undang-Undang
ini diundangkan.

HAB VIII
KETENTUAN BENUTUPR

Pasal 44
Pada saat Undang-Undang ini mulal berlaku:

4. Undang-Undang Nomor @2 Tahun 1858 Lentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19%8 Nemor 113,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan
?ndang-ﬂndanq Namor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 1a Undang~-
Undang Nemoz 62 Tahun 1558 tentang HKewarganegaraan Republ ik
Indonesia (Lembaran degara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor- 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia MNomor 3077) dicabutr dan
dinyatakan tldak berlaku;

b. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor &2 Tahun 1958 tentang Ka-
Warganegaraan Republik Indonesis sebagaimans telah diubah dengan
Undang-Undang Homor 3 Ishun 1576 tentang Perubzhan Pasal i\ Undang-
Undang WNomor 62 Tahun 1838 ctentang Hewarganegaraan Republik
Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak berten-
Langan atau belum digantl berdasarkan ketantuan dalam Undang-Undang
i1 T

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan Undang-Undsng ini harus talah ditecapkan paling
lambat € (enam) bulan sejak Undang-Undang int diundsngkan.

Pasal 46
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal divndangkar.
Agar seriap “tang mengetahuinya, memerintahkkan renguandangan Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta,pada tanggal 12 Juli 20086
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ted.
SUSILO BAMEANG YUDHOYONO i

__—‘j
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PENJELASAN ATAS UNDANG=-UNDANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
I. UMM

Warocs negara merupakan salsh satuy unsur hakiki dan unsur Pokok suatn
negarsa.  Status XeWarganegaraan menimbul kan hubungan timbail balik antara
Warga negara dan negaranya. Setiap WArga mnegars mempunvai  hak dan
kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, Degara mempunyai kewadiban
memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, ihwal Kewarganegaraan
diatur dalam Undana-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan
Fenduduk Negara. Undang-Undang terssbut kemudian diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahban Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1846 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nemor 8§ Tahun 1847 tentang
Memperpanijang Wakru untuk Mengaijikan Pernvataan Berhubung dengan
Kewargaan Negara Indonesia dan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 1948
tentang MEmparpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung
dengan Kewargaan Negara Indonesia.

Selanjutnya, ihwal kewarganegaraan terakhir diatur dengan Ungdang-Undang
Nomor 62 fTahupn 1958 tentang Kewarganegaraan Bepublik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang MNemor 3 Tanun 1974
tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nemor &2 Tanun 1658 tentang
Rewarganegaraan Republik Indonesia,

Undang-Undang Nomor &2 Tahun 1938 tersebut secara filesofls, yuridis,
dan sosiologis sudah tidak sesual lagi dengan perkembangan masyvarakat
dan ketatanegaraan Republik Indonesia.

secara filosofis, Undang-Undang tersebut masih mengandung ketentuan-
ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain,
karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan
persamaan antarwarga negara, sertas kurang memberikan periindungan
terhadap perempuan dan anak-anak.

Secara yuridis; Llandasan Kanstitusional pembentiakan Undang-Undang
tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sementars Tahun 1850 yang sodah
tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Jili 1959 ¥ang menyatakan kembali
kepada Undang-Undang Dasar 1545, Dalam rerkembangannya, Undang-Undang
Pasar MNegara Republik Indonesia Tahun 194% telah mengalami perubshan
¥yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak
Warga negara,

Secara sosiologis, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesusi lagi
dengarn perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagal bagian
dari masyarakat internasional dalam Pergaulan glohal, ¥ang menghendaki
adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum
scrta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Berdasarkan pertimbsngan tersebur di atas, perlu dibentuk undang-undang
Kewarganegaraan yang baru sebagai pelaksanaan Pasal 7% ayat (3] Undang-
Undang Dasar Negarsa Republik Indonesia Tahun 1945 vang mengamanatkan
agar hal-hal mengenai warga mnegara dan penduduk diagtur dengan undang-
undang.
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Untuk memenuhi tuntytan masyarakat dan melaksanakap amanat Undang-

Undang Dasar sebagzimana tersebor di atas, Undang-Undang ini memper-

hatikan asas-asas kewarganegaraan umum Atau universal, yaitu asas ius
sanguinis, ius sall, dan campuran,

Adapun asas-asas vang dianut dalam Undang-Undang ini sebagal berikur:

1. Asas dius sanguinis (law of the bloed] adalah asas yang menentukan
kewarganegaraan Se8corany berdssarkan keturunan, bukan berdasarkan
negara tempat kelahiran,

2. Asas ius soli (law of the soil) ‘secars terbatas adalah as5as yang
menentukan  kewarganegaraan seseerang berdasarksn negara tenpat
kelahir-an, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan
ketentuan yang diatur dslam Undang-Undang ini.

3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas Yang menentukan satu kewar-
ganegaraan bagi setiap orang.

4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas Yang menentukan ke-
warganegaraan ganda bagi anak-anak sesual dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang ind pada dasarnva tidak mengenal Kewarganegaraan ganda
(bipatride} ataupun tanpa RKewarganegaraan lapatride) , Fewarganegsraan
ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang inl mesupakan
suatu pengecualian.

Selain asas tersebut di atas, beberapa asas khusus juga menjadi dasar
Penyusunan Undang-Undang tentang Hewarganegaraan Republlk Indonesia,

1. Asas kepentingan nasienal adalah asas yang menentukan bahwa peratur-
an. kewarganegaraar mengutamakan kepentingan nasicnal Indenesia; yang
bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan vyang
memiliki eita-cita dan tujusnnya sendiri,

2. Asas perlindungan maksimum adalah 45as yang menentukan bahwa peme-
rintah wajib memberikan perlidungan penuh kepada setiap Warga Negara
Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di lnar negeri,

3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintshan adalah 4535 yang me-
nentukan bahwa setliap Warga MNegars Indonesia mendapatkan perlakuan
¥ang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

4. Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganeqaraan sesecrang
tidak hanys bersifat administratif, tetapi Juga disertai substansi
dan syarat-syarat permchonan yang dapat dipertanggungjawaokan
kebenarannya.

5. BAsas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan
dalam segala hal i1ikhwal ¥ang berhubungan dengan Warga negara atas
dasar suku, ras, aganma, golengan, jenis kelamin dan gendsr,

8. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah
45as yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan Warga
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negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia
Pada umumnya dan hak warga negars pada khususnya.

7. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam s5agala hal
ihwal wyang berhubungan dengan warga fegara harus dilakukan secars
terbuka.

8. Asas Publisitas adalah 3243 yang menentukan bahwa Seseorang wang
memperaoleh atan kehilangan Kewarganegarsan Bepublik Indonesia
divmumkan dalam Berita SNegara Aepublik Indonesia dgar masyarskat
mehgetahuinys.,

Pokok materi muatan ¥ang distur dalam Undang-Undang ini meliparl:

a. siapa yang menjadi Warga Negara Indonesia;

b. syarat dan tata cara memperoleh Eewarganegaraan Republik Indonesia;
€. kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia;

d. syarat dan tata fara memperoleh kenbali Kewarganegaraan Republik In-
donesia;

&. ketentuan pidana,

Dalam Undang-Undang ini, PEngaturan mengenai anak ¥ang lahir 4i Iugr
Perkawinan yang sah semata-mata hanva untuk memberikan perlindungan
terhadap anak tentang status kawarganegaraannya saja,

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Momor &2 Tahun 1858
tentang Kewarganegaraan Bepublik Indonesis sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubshan Pasal 1& Undang-
Undang Nemor 62 Tahun 1358 tentang Eewarganegaraan Republik Indanesis
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selain itu, semus persturan berundang-undangan sebelumnya yang mengatur
mengenal kewarganegaraarn, derigan sendirinya tidak berlaky Harena tidak
Sesudr  dengan prinsip-prinsip ¥ang diamanatkan dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1845,

Peraturan pPerundang-undangan tersebut adaliah:

1. Undang-Undang tanggal 10 Pebruari 1910 tentang Peraturan tentang Ke-
kaulanegaraan Belands Bukan Belanda (Sth, 18910 - 244 J6. Z7-458);

Fio Undang-Undang Tahun 1946 Nomor 3 tentang Warganegara, Pendudik Nega-
ra Jjo. Undang-Undang Tahun 1947 Nomor & o, Undang-Undang Tahun 1347
Namor 8 4o. Undang-Undang Tahun 194§ Bomor - 11;

3. Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara antara Republik Indaonesia
Serikat dan Eerajaan Belanda [Lembaran Negara Tahun 1850 Nomor 23 ;

4. FKeputusan Presiden Momor 7 Tahun 1871 tentang Pernyataan Diguna-

kannys Ketentuan-ketentuan calam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 159486
tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia anit Ll
Menetapkan Kewargansgaraan Republik Indonesia bagli Penduduk TIrian

Barat; dan
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II. PASAL DEMI PASAL
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Huruf i
Cukup jelas.
Ruruf
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf 1
Cukup jelas.
Horuf m

Cukup jelas.

Ayat (1)
Cukup jelas.

Byat (2]

Pasal 5

Yang dimaksud gengan “pengadilan” adalahk pengadilan negeri di tempat

tinggal pemchon
Republik Indonesia.
negara Republik

Indonesia,

permohonan diajukan dalam wilayah negara
Bagi pemchon yang Dertempat tinggal di luar wilayah
Yang dimaksud dengan "pengadilan®™ adalah

pengadilan sesuai dengan ketentuan di negara tempat tinggal pemochan.

LaJ
L]
et
ol
0]

Cukup

Cukup jelas.

Cukiup jelas,

Cukup jelas.

Cukup jelas,

FPasgal &

Pagal 7

Pasal B

Pasal 9

Pasal 10
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Pagsal 11

Pasal 12

K ]elas

Pasal 13

i
fit
gk

Cukup 3 5
Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas,

Pagal 16

Pasal 17

Yang dimaksud dengan "dokumen atau surat-surat keimigrasian®, misalnya
kT T |

vi%a, 1izin masuk. zin tinggal, dan Perizinan tertnlis
lainnya Yang dikeluarkan oleh pelabat imigrasi

paspor

Dokumen atau aurat-sorat keimigrasian yang diserahkan kepada kanrar
Lmigrasi olal remanon  termasuk  dokumen atal surat-surat aras nama

LSEri/suami dan dnak-anaknys yang LRUt mempercleh status iEWSTgana—
garaan pemchon.

Pasal 1B

Fasal 19

Cukup jelas,

 § lengan “orang a pads negara
Heg 2oNesla”™ asdalah r tasinya yang
luar biasa di bidang manusiaan, teknalogi,

kebudayaan, lLingkungan hidup, memberikan

kemajuan dan keharuman nama bangsa Indones

Tang dimaksud dengan “orang asing yang diberl kewarganegarasn karens

dlasan kepentingar negara" adalah srang 151ng yang dinilai oleh negara

telah dan dapst memberi kan sumbangan yang luar bia=s untik kepeatingan

LTI
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memantzapkan kedaulatan negara dan untuk meningkatkan kemajuan,
khususnya di bidang perekonomian ITndonesia,

Pasal 21
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pengadilan® adalah pengadilan negeri di tempat
tinggal pemohon bagi pemohon yang bertempat Cinggal di wilayah negara
Republik Indonesia, Bagli pemchon yang bertempat tinggal di luar wilayah
negara FRepublik Indonesia, wvang dimaksud dengan ‘"pengadilan"® adalah
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat’.
Ayat [3)
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas.

Pagal 23
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huraf ¢
Cukup delas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “"jabatan dalam dinas semacam 1tu di Indonesia
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nanya dapat
dijabat oleh Warga Megara Indonesia" antara lain pegawai negeri,peiabat
hegara, dan intelijen. Apabila Warga Negara Indonesia menjabat dalam
dinas sejenis ity di negara asing, yang bersangkutan kehilangan
Rewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak semua

Jabatan dalam dinas negara asing mengakibatkan kehilangan Kewargane-
garaan Republik Indonesia,
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Huraf F

Yang dimaksud dengan "bagian dari Negara asing" adalak wilayash wyang
menjadi yurisdiksi negara 3s5ing yang bersangkutan.

|

Huoruf g
Cukup jelas,
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf 1

Tang dimaksud dengan "“alasan ¥ang sah" adalah alasan Yang diakibatkan
oleh kondisi di luar kemampuan ¥ang bersangkutan sehingga iz tidak
dapat menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara
Indonesia, antara lain karena terbatasnya mobilitas yang bersangkutan
akihat Faspornys tidak berada daiam penguasaan yang bersangkutan,
pemberitahuan Pejabat tidak diterima, atau Perwakilan Republik
Indonesia sulit dicapai dari tempat tinggal yang bersangkatan.

Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup 9elas.
Pasal 2§

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Yang dimaksud dengan "instansi vyang berwenang" adalah instansl yang
mempunyai kewenangan untuk menyatakan bahwa dokumen atau surat-surat
tersebut palsu alay dipalsukan, misalnya akta kelahiran dinyatakan
Palsu cleh kantor catatan sipil.

Pasal 29
Cukup jelas,

Pasal 30

Cukup jelas.
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Pasal 31

Cukup jelas,

Pasal 32

Eyat (1)

Eetentuan ini dimaksudkan antuk memberikan kemudanan sepada apak dan
istri atau anak dan suamd Yang kehilangan Kewarganegaraan Republik
Indenesia dalam mempercleh kembali Hewsrganegaraan Republik Indonesia
tanpa melalui pDroses pPewarganegaraan tHaturalisasi) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal o sampal dengan Pasal 17

Byat (2)

Cukup jelas,

Ayat (3}

Yang dimaksud dengan "putusnyas perkawinan" adalah Putusnya perkawinan
karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan yang telah memounyal
kekuatan hukum tetap atau karena suami acauy istri meninggal dunia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pa=al 35
Cukup jelss.

Pasal 36
Cukup felas.

Pagal 37
Cukup delas.

Pagal 3B

Cukup jelas.
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Cukup jelas.

Cukug

Cukup

Cukup

jelas,

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Paszal

Pasal

Pasal

40

41

42

43

44

45

46
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sebagai model "Karena inte sitas peremuan yang sering
membuat kami saling jatuh cinta*kata permiliktinggi 170
crn dam berat 52 by jni,

“Wiaktu itis saya pikir dengan modal cinta, komunikasi
dar keterbukaan, bisa jadi fasar itama ok menjalin
sebuah katan nerkawinan yang sakinah ungkap
perempisan kelahiran lakarta, 35 tabun silam ini,

Setelzh 4 bulan berpacaran, wenita yang kini
berprofesi sebagal Fingncial Planner vang berkantor di
Menara Rajawali, Kuningan Jakarta ini mengukuhkan
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Tanggai ¢ Furi tahun yarg sarma, —Andrew resmi

mieftkah secara lslarn di seouah KA Kantor Urusan
Fgama- Leearta Selatan, Pesta pghniahan mereka pun
tergolong meriah. Te. Lukti, nhﬂi kevabat kedua
belah nihak, para sel triti | n banyak yang hadir

Tanggal 2 Apsil 1998, a
Nicala A anda. Sejab itu,
kebahagiaan rumah tan
kemudi=, tepatr. 2 4
Ediea, Tatian Anarned

Marmum, seiring 4

ri pertama mereka,

= Bndrew. Dua tabwn
enyusul lahic puzi

jala w_._..am_.;:_._.m.._.._.__._._m_._
0es Murat Alwan dan

S I e

semata. Banyak hal yang harus sova pelajari din
kambangkan lebih dalam lagl, seperti masalah trad
budaya. Terutama memyangkut kebinsean sehari-h
vang uh dari tradisi kita crang Indonesia tandasn
tanpa merinci alasan tersebut.

Wanita pernilik tubuh langsing ini berpendapat
bahwa, kesarmaan tradisi, budaya dan latar belakan
s gat penting dalam membangun sebuak rumah
tangga. “lika salah satimya timpang, maka akan suli
merajut sebuzh mahligal yang harmonls. Karena i
harus benar-benar mengerti dan memahami| bagai
1 disi han budaya keseharian pasangan klza. Bila ti
selish paham dan pertengls an akan sulit dihinedar
ungkapnya.

£ lair itu, menuaut Auk, singhkatrya waktu perk
meseka juga membuat dia tida bisa mendalamir
kessharian pasangannya.” Saatitu saya mengenal s
memang terlalu cepat, sehingga tidak tuhu karakte
yang seoerarrya linik Auk.

Akhirmya, setelah 5 tahun usia pernikahan mers
perempuan yangmenyl.ad pempek Palembang i
mermutuskan untuk menjadi single parerts. “Aumal
tzngga saya sudal tidak bisa dipertahankan lagi. Da
hal itu mempengaruhi psikalogis anak-anak, maka:

m.:}?._a. Dersarh kechua Putriftya “Saya takul mereks didepartasi=

afini enikahdeng eksportir fumni-tur di Pul =ﬁ¢$ﬂﬁﬂd.—.ﬂﬂ.:hb§

..#E:n._d._._.muaq

gﬁwﬂ?ﬁa_

..ﬁlh.—?- Ananda, putn bungsu pesangan Auk > Andorw.
Ew._.an. —..i.:.a.u tlalam sebuah acara.
e e - St e B M B Tl g |

porhedaa i tradisl, karakter dan budaya sehari-han
mierribi ‘a1 mereka suning berselisih paham, Kekers s
Fun ryans mewarral ko ri-ha dalamoumah tangca
mereka. Keretakan to, konon, telah tumbub sejak tahun
periama pernikahan mereka,

“Ternyata setelah saya lani, pernikahan saya tidak
bea b patokan pads cinta dan kErermukasn bormandac

puruskan untuk besce. ay tepatnya f Oktobe: 2003
Pengaditan Agama Jakarta Selaty ) tuturmya-

MEMPERJUANGKAN hEWARGANEGAR/

AMNAK 4
Mesiipun Nicols dan Tatian kini Defach

e dhararas Btk maracos baca it
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